BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR If,FTAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende, perlu diatur Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Paral

— 7o
T~

Dipindai dengan CamScanner



Nomor gp
» Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

ii:f::h::il:jléndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

—
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Menetapkan

10.

Per'uur

L an

N Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
ang  Pembinaan dan

Pengendalian  Penataan
Perangkat Daerah (Berita Ne

Tahun 2017 Nomor 1539);
Pe

gara Republik Indonesia

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi
Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur
Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.

b
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10.

11.

(1)

Sekretari
e s Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
ngkat Da
Rakyat D erah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
ae
rah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

U : .
rusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
anjian kerja yang

profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perj
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
ahi tugas negara lainnya dan

isebut Pegawai ASN

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diser

digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur

Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam satu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya

diisyaratkan dengan angka kredit.

BAB 1I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Badan Kesaty

an Béln 2Sa
bcrkcduduk 8 d

an di bawah ¢
Sekretaris D

ah N
Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang

an bertan y i
acrah. Bgung jawab kepada Bupati melalui

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1)

Susunan c o
Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat Badan, terdiri atas:
1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri
atas:
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi
Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konlflik, terdiri atas:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Panaf
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(1)

(2)

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Kepala Badan bertu Pasal 4
gas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di

Zi:f I::::;af; Bangsa dan Politik di Daerah.
alam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi

organisasi

kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,

umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

A =

Dipindai dengan CamScanner

o
= e
el



ﬁ

f. pelaks
. SANAAN gl
¢ adminigyyg
slrasg k(—'f‘(‘k M .
dan Politik. ‘eiretariatan: Badan Kesatuan Bangsa

8. pelaks;
& ARSanng . .
an fungsi lain Yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
Sckretariat Badan

Pasal 5

) :: :\J:::::::g'l[::‘;;('il'll'l I’Jcrlugus memberikan . .pcluymmn administratif
@ Sck,.c;,mat»‘ : adan Kesatuan Bangsa dan Politik.
i adan  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a.  koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan;
pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
aset;
€. pengelolaan urusan ASN; dan
[.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
(3) Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Sub Bagian Program dan Anggaran
Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan

koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan
informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan
laporan kinerja.

b. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan,

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan

persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,

protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan

kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pasal 6
(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di

Paraf
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(2)

bidang ideologi
gl: wWe £
T awasan kcbangsaan, bela negara, karakter bangsa
& rl . ’ « ’
Bidang Ideologi fi:aan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.
81, awasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam

melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusu ja di bi
y nan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,

bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka

Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;

b. s
perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
pembauran kebangsaan, Bhineka

wawasan kebangsaan,

bela negara, karakter bangsa,
Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal

Ika dan sejarah kebangsaan di Daerabh,
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal

Ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
dan pelaporan di bidang ideologi,

gsa, pembauran
an di Daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi,
asan kebangsaan, bela negara, karakter ban

waw
Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsa

kebangsaan,

dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7
saan bertugas melaksanakan

sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebang
rumusan kebijakan,

an bahan penyusunan program kerja, pe
akan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan,

aluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan

penyiap
pelaksanaan kebij
koordinasi serta monitoring, €v

wawasan kebangsaan.
a Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan

gram Kerja, perumusan kebijakan,
evaluasi dan

Sub Bidang Bel
penyiapan bahan penyusunan pro

pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

pelaporan di bidang bela negara,
Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

serta monitoring,
pembauran kebangsaan, Bhineka

Pataf
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(1)

(@)

Bagian Keempat
Bldang Politik Dalam Negeri
Pasal 8

Bidang Politi ’
ik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Ke
satuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan  demokrasi,

fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan

umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum

kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi

politik di Daerah;
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi

politik di Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan

| Pataf , i
=l
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(2)

(1)

(2)

kebijakan, pelaksanaan kebijakan
nkan,

koordinasi, monitoring, cvaluasi, dan
pelaporan di bid

ang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepal

peningkatan demokrasi,

a daerah, pemantauan situasi politik dan

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja,  perumusan kebijakan, pelaksanaan  kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan

Pcmcrinmhan, Perwakilan dan Partai Politik.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan

Pasal 10

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan progam Kkerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi
Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan

Organisasi Kemasyarakatan asing di Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitiasi kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan,

pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi

Paraf

4
T

10

Dipindai dengan CamScanner




(1)

(2)

sengketa Organisas;i

! Kemasya rakatan,
Kemasyarakat

an dan Organisas;i Kema
¢.  pelaksanaan ke

pengawasan  Organisasi
syarakatan asing di Dacrah;
bijak: i b y .

jakan dj bidang ketahanan ckonomi, sosial, budaya,

fasilitasi
asi pence ¢ . . :
Pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat  bergam:
gama dan penghayat  kepercayaan  serta pendaftaran
Organisasi ¢ o
ganisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi

Kemasyars : . ey
nasyarakatan, evaluasi  dan  mediasi sengketa  Organisasi

Kemasvars ' ; .
tmasyarakatan, pPengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan

Organisasi Kemasyarakatan asing di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran

Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi

Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan

Organisasi Kemasyarakatan asing di Daerah;

€. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan,
pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi
sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing di Daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan.
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang pendaftaran  Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan

Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi

Pafa
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(1)

(2)

Kemasyarakatan, pengawasan O
r
Kemasyarakatan asing

ganisasi Kemasyarakatan dan Organisasi

Bagian Keenam

Bid .
ang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

o Pasal 12
i
ang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di Daerah.

Bidang Kewaspadaan Nasional

melaksanakan tugasnya sebagaimana

dan Penanganan Konlflik dalam
dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing

dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di

Daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang kewasapadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;

pelaksanaan monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di Daerah;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pa
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Pasal 13

(1) Sub Bidang Kew Y -
aspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen bertugas

(2)

(1)

()

(3)

(1)

(4)

melaks :
pc]apomn - bidang i Jakan, ITO(.)rdnu?sn, monitoring, cvaluasi, dan
. aspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan  antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan.
Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

penanganan konflik.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungional
Pasal 14

Kelompok Jabatan fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang tenaga fungsional

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IV
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 15

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon IL.b.

Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan

Administrator atau Jabatan Struktural eselon Ill.a.

Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan

Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon IILb.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.
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an

berdasarkan
i kebutuhan dan beban kerja berdasarkan ketentuan Peraturan
erundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
P :
engangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas wajib memenuhi persyaratan
kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pegawai ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi

pemerintahan.

BABV
TATA KERJA
Pasal 19
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2) Kepala Badan wajib melakukan sistem pengendalian internal di
lingkungan masing-masing.
(3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam

Negeri.

Pata
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Pasal 20

Sckretariat Be ar
(1) ¢ at Badan dipimpin olch Sckretaris yang dalam melaksanakan -

tugasnya ber: i b
gasnye ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
" > > an.

2) Bide ipimpi X :
(2) Bidang dipimpin olch Kepala Bidang yang dalam mclaksanakan tugasnya

bcmda‘ di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya
dalam urusan pelayanan teknis administrasi dikoordinasi dan

dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 21

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi,

memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Bupati

sebagai penanggung jawab urusan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan pendapatan lain
yang sah yang tidak mengikat.

(2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Paraf
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BAB V111
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
Anggflran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Ende dan pendapatan lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 1A PRE LM bur 2020

/BU ATI ENDE/l/
UTo>—

R H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1A Dﬁsl?/mb@_ 2020

VZSEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

4

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR L‘g.

P&IA af
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E
MPIRAN PERATURAN BUPATI END

NOMOR Ad | TAHUN2020

TANGGAL 1b Tyeiiomlber TAHUN 2020

BUPATEN ENDE
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KA :
| KEPALA BADAN I

KELOMPOK JABATAN | JI@KRETARIAT BADANJ

FUNGSIONAL T

O — | |
N B | SUB BAGIAN UMUM DAN
I 'SUB BAGIAN PROGRAM DAN I | SUB BAGIAN KEUANGAN I KEPEGAWAIAN

|

ANGGARAN
[ — ]
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, BIDANG KEWASPADAAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BIDANG POLITIK-DALAM SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN NASIONAL DAN PENANGANAN
BANGSA NEQER] ORGANISASI KEMASYARAKATAN KONFLIK

SUB BIDANG KEWASPADAAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KETAHANAN

SUB BIDANG IDE
OLOSI DAN POLITIK DAN PENINGKATAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN DINI DAN KERJA SAMA
WAWASAN KEBANGSAAN
DEMOKRASI AGAMA INTELIJEN
SUB BIDANG FASILITASI
SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KELEMBAGAAN SUB BIDANG ORGANISASI SUB BIDANG PENANGANAN
KARAKTER BANGSA PEMERINTAHAN, PERWAKILAN KEMASYARAKATAN KONFLIK

DAN PARTAI POLITIK

/ BUPATI ENDE,

v

/DJ FAR H. ACHMAD
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